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Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kewajiban bagi pelaku usaha
untuk menempuh prosedur Persetujuan Lingkungan sebagai salah satu dasar dalam
perizinan berusaha. Persetujuan Lingkungan dalam kegiatan usaha memiliki fungsi
yang penting sebagai dasar pelaku usaha dalam melakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan sebagai wujud kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan
dalam suatu negara.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kepatuhan
hukum pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung terhadap persetujuan
lingkungan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, 2)
Bagaimana kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung terhadap
persetujuan lingkungan ditinjau dari perspektif Fikih Lingkungan. Adapun yang
menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kepatuhan hukum
pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung terhadap persetujuan lingkungan
ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. 2) Untuk mengetahui
kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung terhadap persetujuan
lingkungan ditinjau dari perspektif Fikih Lingkungan.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dengan
jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Teknik Analisa data menggunakan Teknik Analisa data kualitatif yaitu melalui
tahapan; pengumpulan data, reduksi data (data reduction), penyajian data (data
display), dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat satu dari lima pelaku
UMKM Kabupaten Tulungagung yang belum memiliki persetujuan lingkungan,
artinya beberapa pelaku UMKM Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya patuh
terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. 2) Kepatuhan hukum pelaku
UMKM terhadap persetujuan lingkungan di Kabupaten Tulungagung menjadi suatu
kesatuan dengan peran pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, pengawasan tersebut
dilakukan melalui: pertama, pemantauan baik langsung maupun tidak langsung,
kedua dengan terjun ke lokasi untuk melakukan pengawasan dan pengecekan secara
langsung. Apabila terdapat aktifitas usaha yang merugikan, maka akan dikeluarkan
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surat peringatan oleh Dinas Lingkungan Hidup, jika tidak dipatuhi berujung dengan
diberikannya sanksi administratif yaitu pencabutan izin hingga penutupan
permanen kegiatan usaha. Dinas Lingkungan Hidup aktif melakukan sosialisasi
untuk menekan pentingnya kesadaran pelaku usaha dalam menjaga lingkungan. Hal
ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kepatuhan hukum pelaku usaha
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terwujudnya
kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap persetujuan lingkungan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apabila ditinjau dari perspektif
Fikih Lingkungan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah
terjadinya kemudharatan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya kepatuhan
hukum pelaku UMKM terhadap aturan berkaitan dengan persetujuan lingkungan
demi kemaslahatan kehidupan bersama dalam lingkup suatu negara.
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This research is motivated by the obligation for business actors to undergo
Environmental Approval procedures as one of the bases for business licensing.
Environmental approval in business activities has an important function as a basis
for business actors in carrying out environmental protection and management as a
form of public compliance with policies in a country.

The research questions in this study are: 1) How is the legal compliance of
UMKM actors in Tulungagung Regency regarding environmental approval as
reviewed under Article 3, Paragraph (1) of Government Regulation Number 22 of
2021, 2) What is the role of the Environmental Agency of Tulungagung Regency
in supervising UMKM actors who do not comply with environmental approvals,
viewed from the perspective of Environmental Jurisprudence (Fikih Lingkungan).

The objectives of this research are: 1) To determine the legal compliance of
UMKM actors in Tulungagung Regency regarding environmental approval as
reviewed under Article 3, Paragraph (1) of Government Regulation Number 22 of
2021. 2) To assess the role of the Environmental Agency of Tulungagung Regency
in supervising UMKM actors who do not comply with environmental approvals,
from the perspective of Environmental Jurisprudence.

The research method used is a qualitative approach with a field research type.
Data collection techniques include observation, interviews, and documentation.
The data analysis techniques applied are data reduction, data display, and
conclusion drawing.

The results of this research show that: 1) There are one in five Tulungagung
Regency UMKM actors who do not yet have environmental approval, meaning that
several Tulungagung Regency UMKM actors have not fully complied with
Government Regulation Number 22 of 2021. 2) The role of the Tulungagung
Regency Environmental Service in carrying out supervision against MSME actors
who do not comply with environmental approvals from the perspective of
Environmental Jurisprudence, this is done through: monitoring both directly and
indirectly, secondly by going to the location to carry out direct supervision and
checking. direct. If there are detrimental business activities, a warning letter will be
issued by the Environmental Service, if not complied with it will result in
administrative sanctions, namely revocation of permits and permanent closure of
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business activities. The Tulungagung Regency Environmental Service actively
carries out outreach with business actors to emphasize the importance of business
actors' awareness in protecting the environment. This is in accordance with the
principles of Environmental Jurisprudence where the Environmental Service
together with the community must maintain and protect the environment, which can
be realized through the role of monitoring the Environmental Service towards the
community, especially business actors, in protecting the environment for the benefit
of life together within a country.
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